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PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.SS

o
/w/*f: }“M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

xxxxX, tanggal lahir, 23 Januari 1996 (umur 24 tahun), agama Islam,
pendidikan sl1, pekerjaan Honorer di xxxxx 1 Kota
XXXXX, bertempat tinggal di RT XXxXX RW XXXXX,
Kelurahan xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, sebagai

Penggugat;
melawan

xxxxX, tanggal lahir, 24 Juni 1993 (umur 27 tahun), agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat
tinggal di RT xxxxX RW XXxxX, Kelurahan XXXXX i,

Kecamatan XXxxX, Kota XxxxxX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal

02 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.SS,
tanggal 02 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor : xxxxx tanggal Xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxx dan Terakhir Penggugat
dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai pisah;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai seorang anak
bernama : xxxxx, perempuan, umur 7 tahun, anak tersebut berada dalam
asuhan Penggugat;

4, Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012 antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

yang penyebabnya yakni :

4.1, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
4.2 Tergugat Malas bekerja;
4.3. Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan

biaya hidup untuk Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Juni 2012, lalu Penggugat dan Tergugat tidak hidup Bersama sama lagi atau
selama 8 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi
nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Penggugat
sama sekali.
6. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan
Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (xxxxx) terhadap

Penggugat, (xxxxx);
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3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil dengan resmi
dan patut yaitu Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.SS, Tanggal 11 Juni 2020 dan
Tanggal 17 Juni 2020, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun
2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. xxxxX, NIK. xxxxx, tanggal 16
Januari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Xxxxxx,
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P. 1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 01 Juni 2012, yang
aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, bermaterai
cukup dan sesuai dengan aslinya, (P. 2);

B. Saksi-saksi:

1. xxxxx, Tempat Tanggal Lahir, xxxxx, 15 Juni 1975, Agama

Islam,Pekerjaan lbu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di RT. 007, RW.
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003, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, di bawah

sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
¢ Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama
XXXXX;
¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 25 Mei 2012;
e Bahwa setelah menikah kedua Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Kelurahan xxxxx , kemudian pindah dan
tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
e Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai
anak 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxxxx umur 7 tahun
dan anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
e Bahwa yang saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah orangtua Tergugat selama satu bulan kemudian
Penggugat datang ke rumah saksi karena waktu itu Penggugat
sedang hamil dan mau memeriksakan kehamilannya akan tetapi
Tergugat tidak pernah menemuinya lagi;
e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi sejak
bulan Juni tahun 2012;
e Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
¢ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxx, Tempat Tanggal Lahir, xxxxx, 07 Juli 1971, Agama Islam,
Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat Tinggal di RT. xxxxx, RW. XXxxX,
Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, di bawah sumpahnya
menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama
XXXXX;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012;

e Bahwa setelah menikah kedua Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Kelurahan xxxxx, kemudian pindah dan

tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
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¢ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai
anak 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxxxx umur 7 tahun
dan anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi selama
8 (delapan) tahun;

eBahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat dan anak mereka;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu lagi;

¢ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan
keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan
sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim
cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita
Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.SS, Tanggal 11 Juni 2020, dan Tanggal 17 Juni 2020,
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah
dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan
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oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa
secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat
sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun lagi membina
rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan,
sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang
perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam
lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, xxxxx pada tanggal 25 Mei 2012 sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 01 Juni 2012 dan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai
legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur
dalam Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan
Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4 dan 5
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut
mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka

perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat
Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2011, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg,
oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai
sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun
2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai
posita 2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan
relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena
itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata
saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 R.Bg) sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagi alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah keluarga Penggugat, sehingga
telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan para Saksi
Penggugat Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah tanggal 25 Mei 2012, sesuai tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor xxxxx, tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx,
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Kota xxxxx; (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 7 KHI);

2, Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah
dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama
di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxx dan Terakhir Penggugat dan
Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang
anak bernama : xxxxx, perempuan, umur 7 tahun, anak tersebut berada
dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 8 tahun;

5. Bahwa lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama dan dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah;

6. Bahwa para saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar
Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus
cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai
sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat
dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terjadi perselisihan dan
pertengakaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim

berpendapat jika dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran yang terus menerus yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat
hidup berpisah selama 8 tahun dan selama berpisah tidak ada komunikasi dan
telah diupayakan oleh pihak saksi/keluarga kedua belah pihak agar dapat
kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah
berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut
tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah
tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat
dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka
tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat
terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang
bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan
Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar
Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi
Mahkamah Agung R.l. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
mengandung abstraksi hukum” Suami istri yang tidak berdiam serumah dan
tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah
pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih dalam kitab Ahkam Al-Quran Juz Il halaman 405
karangan ar Razi al- Jashash dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri

oleh majelis sebagai berikut:
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9—g—2
Y_o dlb

al d—=
Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam
persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim
sahingga hak jawabnya menjadi gugur;
2. Kaidah fikih dalam kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 dan diambil alih

menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;
d.u.u.“.l. d.lLu.l J'l.?r. Ay .:S-IJJS-ES-IJ' 2 L)L"-

Artinya : Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara
itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli figh
dalam kitab Fighus Sunnah Juz : Il : 290 yang berbunyi :

Siclel azg il dim wuolidl sadlages wais I518
o lg 5> aszo @lay Y loo Iay Y 0Ss ol
Y 6 oo Wl jxeg lag Lol ou 6 siisl
asl aill leall lagiv 7 Mo

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatanya di
hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan
penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan
kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat
mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuh kan talaknya
suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat

(isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam
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Pengadilan menjatuhkan talak dua ba’in shughraa Tergugat terhadap
Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan
tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara
bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua bain shugraa Tergugat, (xxxxx) terhadap
Penggugat, (Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini sejumlah Rp.391. 000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal
17 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal
1441 Hijriyah, oleh kami DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I., sebagai Ketua
Majelis, HASANUDDIN, S.Sy., dan AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HASMI MOKOGINTA,
S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;
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Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy.
Hakim Anggota,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya PNBP
Panggilan
5. Redaksi
6. Materai
Jumlah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

HASMI MOKOGINTA, S.Ag.

30.000,00
50.000,00
275.000,00

20.000,00
10.000,00

6.000,00
391.000,00
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